
SALINAN 

 
 

BUPATI PULAU MOROTAI 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR 55 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  

NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 

5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan 

peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 

pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar 

akuntansi pemerintahan; 

 

b. bahwa agar pelaksanaan Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dan untuk tertib administrasi 

pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan 

perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 

26 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan 

Bupati Pulau Morotai Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pulau 

Morotai; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib 

administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai. 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5153); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 

2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 14 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

 

 

Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pulau Morotai 

Nomor 26 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pulau 

Morotai Nomor  14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut : 

 

I. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Persediaan Huruf C pada lampiran 

dirubah metode pengukurannya menggunakan metode FIFO (First in first 

Out)  sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut: 

 

 

C. PENGUKURAN 

 

7. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 

pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan 

keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan di nilai 

dengan menggunakan metode FIFO (First in first out). 

 

II. Ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Sub Pengeluaran Setelah 

Perolehan (Subsequent Expenditures) pada lampiran ditambah 1 (satu) 

angka yaitu angka 65.a, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : 

 

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) 

65. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 

memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 

peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan 
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mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar 

kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset 

tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat 

(dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. 

 

65.a Terhadap aset tetap yang dilakukan renovasi/restorasi/overhaul 

maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan 

penetapan dari entitas yang melaksanakan kegiatan 

renovasi/restorasi/overhaul tersebut bersama instansi teknis. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pulau Morotai. 

 

Ditetapkan di Morotai Selatan 

pada tanggal 29 Desember 2016 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

ttd 
 

 

       SAMSUDDIN A. KADIR 

 

Diundangkan di Morotai Selatan 

pada tanggal 29 Desember 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULAU MOROTAI, 
 

ttd 
 

Drs. H.A. RAJAK LOTAR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 55 


